Bab I

Perkenalan dan Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.

I. Sifat HPI

1. Selalu terdapat perbedaan pendapat

Dalam HPI ternyata tidak ada kata sepakat di antara para penulis mengenai berbagai masalah. Selalu terdapat perbedaan paham. Oleh karena itu maka seringkali disebut ”Conflict of Laws” diganti menjadi ”Conflict of Lawyers”. Seolah-olah yang berkonflik adalah para ahli hukumnya dan bukan sistem-sistem hukumnya. Boleh dikatakan bahwa di antara para sarjana HPI hanya mengenai satu hal mereka sependapat, yaitu bahwa HPI ini adalah suatu cabang ilmu hukum yang sulit. Disini benar-benar terasa apa yang dikatakan orang:”kalau ada dua sarjana hukum berkumpul, paling sedikit ada tiga pendapat. Perselisihan paham antara para sarjana hukum itu dapat dikatakan dari halaman judul buku HPI ini. ”Dispute starts from the title page”.
2. HPI Internasional atau nasional

Tiap negara mempunyai hukum yang mengatur tindakan-tindakan dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakatnya. Sebagian dari hukum ini adalah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara berbagai orang perseorangan, dalam mana titik berat berada kepentingan orang perseorangan. Penambahan dengan perkataan ”internasional” sehingga terbentuk rangkaian kata-kata ”Hukum Perdata Internasional”, menimbulkan berbagai pengertian.

Pertanyaan pertama mengenai arti kata dari perkataan ”Internasional”. Mengingat perkataan-perkataan ”inter” dan ”nasional”, maka ”internasional” dapat diartikan sebagai ”antar bangsa-bangsa dalam berbagai negara”, dengan akibat, bahwa hukum perdata internasional dianggap seolah-olah mengatur hubungan antara berbagai negara dan mengenai tindakan-tindakan negara yang satu terhadap negara lain atau terhadap orang perseorangan. Memang biasanya dlam memakai perkataan ”hukum internasional”, pada umumnya orang mengingat kepada arti kata yang sempit ini.
Akan tetapi tidak mungkin perkataan ”internasional” dalam rangkaian kata-kata ”hukum perdata internasional” mempunyai arti yang sempit ini, oleh karena hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang-orang perseorangan, tidak antara berbagai negara.

Sejak dahulu kala  terdapat dua aliran besar dalam HPI. Aliran yang dinamakan ”internasionalistis” yang hendak menganggap bahwa kaidah-kaidah HPI itu sebenarnya bersifat supra-nasional. Sumber-sumber hukumnya supra-nasional berarti, ada satu sistem hukum perdata internasional untuk semua negara-negara di dunia harus tunduk dibawah satu macam sistem hukum.

Hubungan hukum antara orang-orang perseorangan dalam suatu negara lazimnya berada antara orang-orang warganegara dari negara itu yang ada pada umumnya takluk pada satu hukum perdata yang berlaku di negara itu dan juga lazimnya mengenai barang-barang yang berada di daerah hukum negara itu. Dalam hal ini tidak ada kesulitan untuk menentukan hukum perdata yang mana yang harus dianut.

Tapi untuk HPI  apa yang kita saksikan kenyataannya sekarang ini justru sebaliknya! Bukan semua negara-negara tunduk di bawah satu macam HPI, tetapi justru seperti yang dikatakan oleh seorang sarjana HPI: ”Demikian banyak negara-negara menjadi anggota dari PBB demikian banyak pula sistem-sistem HPI”. Dengan lain perkataan: Tiap negara yang merdeka dan berdaulat yang bergaul dengan negara-negara lain dalam rangka PBB ini dianggap mempunyai sistem hukum HPI sendiri. Menurut pandangan Prof. S. Gautama, bukan saja demikian banyak negara-negara anggota PBB, demikian banyak sistem HPI, tetapi lebih dari itu, lebih banyak negara daripada yang menjadi anggota PBB mempunyai sistem HPI-nya sendiri. Ukurannya bukan karena menjadi anggota PBB maka mempunyai sistem HPI sendiri. Banyak negara-negara yang tidak menjadi anggota PBB, misalnya Swiss mempunyai juga sistem hukum HPI tersendiri.
Pengertian ”internasional” pada istilah hukum perdata internasional disini bukan diartikan sebagai ”internationes” bukan berarti bahwa sumber hukum HPI adalah internasional. Sebaliknya sumber HPI adalah sumber nasional belaka.
HPI merupakan bagian daripada hukum nasional. Demikian banyak negara-negara nasional, demikian banyak sistem-sistem HPI. Oleh karena itu, tiap-tiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem HPI-nya sendiri.
Maka adalah tepat pemakaian istilah ”Hukum Perdata Internasional Indonesia” karena HPI Indonesia adalah sistem hukum nasional Indonesia dan tidak bersifat supra-nasional. Tidak mempunyai sumbernya secara supra-nasional tetapi bersumber pada hukum nasional Indonesia sendiri. Istilah ”internasional” ini tidak menunjuk pada sumber hukumnya, tetapi istilah internasional ini hanya menunjuk pada fakta-faktanya, materinya, ”feiten-complex”, casus positie itulah yang bersifat internasional.

Menurut Schnitzer: Berarti bukan hukumnya yang internasional melainkan materinya, feitencomplex-nya, fakta-faktanya, Tatbestand-nya yang internasional. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Meijers, bahwa HPI adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional. Yang internasional adalah hubungan-hubungannya, tetapi kaidah-kaidah HPI-nya adalah Hukum Perdata Internasional belaka.

Kesulitan mulai timbul, apabila misalnya salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hubungan hukum itu adalah seorang asing, yaitu seorang warganegara asing; atau apabila hubungan hukum itu mengenai barang tak bergerak yang berada didaerah hukum suatu negara asing; atau apabila suatu hubungan hukum dilahirkan di daerah hukum suatu negara asing menurut cara yang ditentukan di sana, akan tetapi harus dilaksanakan di sana. Maka dengan pendek; adanya suatu unsur asinglah yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum perdata yang mana yang harus diberlakukan.
3. Keberatan terhadap istilah HPI: bukan ”internasional” tetapi ”nasional” sifatnya
Yang sebenarnya dikatakan ”internasional” bukan antar negara, tetapi nasional. ”Internasional” ini bukan diartikan sebagai ”law of nations”, bukan hukum antar negara tetapi internasional ini kita harus artikan sebagai ”ada unsur luar negerinya”. Ada unsur asingnya. Jadi berarti, bukan sumber-sumbernya yang internasional tetapi hubungan-hubungannya adalah internasional. Ada hubungan luar negerinya, ada unsur asingnya.

4. Perdata tapi internasional

Adanya suatu pertentangan dalam istilah ”perdata” dan ”internasional”. Jadi seolah-olah terlihat ada suatu contradictio in terminis, suatu pertentangan dalam istilah. Tetapi jika kita tidak lupakan bahwa dengan istilah internasional selalu diartikan bahwa yang internasional adalah ”hubungan-hubungannya”, maka tidak ada lagi contraditio in terminis itu. Unsur luar negeri ini terdapat karena adanya berbagai faktor.
5. Contoh
Seorang WNI berkontrak dengan orang asing, seorang warganegara membeli dari negara lain, dua orang warganegara mengatur jual-beli tentang suatu pabrik yang di-impor dari luar negeri. Itu semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari, hubungan-hubungan perdata tetapi yang bersifat internasional, yang mempunyai hubungan-hubungan internasional.

6. istilah HPI sudah umum diterima
Istilah HPI sudah diterima umum, maka dianggap adalah praktis. Sesuai dengan penulis-penulis HPI lainnya sebaiknya kita tetap memakai istilah ini. Orang sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Oleh karena itu maka kita pun tetap mempergunakan istilah ”Hukum Perdata Internasional”.

II. Pengertian HATAH

1. Istilah ”Hukum Perselisihan”

Istilah ”Conflict of Laws” (hukum perselisihan atau hukum pertikaian). Istilah ini sebaiknya jangan dipergunakan lagi. Sebaiknya diganti dengan istilah ”Hukum Antar Tata Hukum”.
Istilah ”Hukum Antar Tata Hukum” memberi kesan tentang adanya suatu ”Tata Hukum”
Di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada satu ketika. Istilah hukum perselisihan adalah istilah yang menurut pandangan kita kurang baik.
2. Tujuan

Peraturan hukum perdata dimanapun juga bertujuan memenuhi rasa keadilan dari golongan-golongan orang yang takluk pada peraturan itu. Dengan adanya unsur asing tersebut diatas yang takluk pada suatu peraturan hukum di negeri asing, yang tidak sama dengan peraturan hukum di negeri kita, maka timbul pertanyaan, apakah rasa keadilan masih dapat dipenuhi, jika hukum asing itu diabaikan, ataukah rasa keadilan itu baru mendapat kepuasan, jika hukum asing itu dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian?

Rasa keadilan berada dalam hati sanubari tiap orang maka pada pokoknya adalah masalah orang perseorangan. Akan tetapi dalam tiap masyarakat, mulai dengan masyarakat desa, ada persamaan rasa keadilan diantara para anggota masyarakat itu, sehingga masyarakat yang merupakan suatu negara, sebagai akibat pergaulan hidup bersama, ada rasa keadilan yang pada umumnya dianut oleh segenap atau sebagian besar dari anggota-anggota masyarakat itu.

Cara yang paling radikal ialah usaha untuk menemukan suatu peraturan hukum perdata internasional yang tidak hanya memuaskan dua masyarakat, melainkan yang dapat diterima oleh seluruh dunia dan untuk selama-lamanya.

Ada sebagian orang yang percaya pada kemungkinan adanya suatu hukum alam (natuurrecht) yang seharusnya dianut oleh semua orang, dimanapun juga dan untuk selama-lamanya. Kepercayaan ini berdasar atas kenyataan, bahwa seorang manusia oleh Tuhan diciptakan berbeda dari hewan dengan diberikan kemampuan berpikir. Dan pikiran inilah yang seharusnya menyebabkan adanya asas-asas hukum perdata yang sama diseluruh dunia (cara berpikir di berbagai negara sudah berbeda). Misalnya di negara-negara Barat cara berpikir  yang pada umumnya bersifat sangat perseorangan (individualistis), sedangkan di negara-negara Timur pada umumnya lebih bersifat kekeluargaan. 
Diantara negara Barat pun perbedaan dalam hukum perdata masing-masing tampak sangat menonjol, dalam contoh sebagai berikut:

Mengenai wesel. Seharusnya sudah diadakan kata sepakat antara semua negara di dunia mengenai wesel. Dengan wesel ini, yang merupakan suatu suruhan oleh A kepada B supaya membayar sejumlah uang kepada C, tercipta suatu cara pembayaran uang yang amat praktis dikalangan para pedagang, juga dalam perdagangan internasional.

Tentunya sudah amat layak, apabila perihal wesel tersebut oleh segenap pedagang di seluruh dunia dibutuhkan satu peraturan, yang berlaku dimana-mana. Dan memang usaha untuk mencapai tujuan yang sedemikian itu telah dilakukan. Dalam tahun 1930 di kota Jenewa, Swiss telah tercipta sutau perjanjian internasional yang bermaksud mengadakan satu peraturan hukum tentang wesel.

Belanda, yang turut menandatangani traktat itu, menyesuaikan undang-undangnya, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dengan ketentuan-ketentuan dari traktat tersebut secara mengubah title VI dari Buku I yang mengatur hal wesel. Tahun 1935 (S. Belanda 1935-224) traktat ini oleh undang-undang negeri Belanda ditetapkan berlaku juga bagi Indonesia. Sudah terlebih dahulu, yaitu dengan S.1934-562 KUHD di Indonesia supaya diubah juga, supaya sesuai dengan KUHD Belanda. Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1936.
Harapan Jenewa pada 1930 akan memperoleh kesatuan dalam peraturan wesel diseluruh dunia ternyata sia-sia belaka. Inggris dengan Commonwealth-nya dan AS misalnya tidak turut menandatangani perjanjian internasional mengenai wesel itu.
Pengalaman pahit tentang wesel ini menandakan, bahwa sama sekali belum boleh diharapkan datangnya suatu saat, dalam mana seluruh dunia mempunyai satu peraturan hukum perdata internasional.

3. Aneka ragam pandangan tentang luas bidang HPI.

(i) HPI = rechtstoepassingsrecht

Istilah hukum perselisihan hanya terbatas pada masalah ”hukum yang diperlakukan” (rechtstoepassingsrecht). Pandangan ini berlaku di Jerman dan Nederland. Materi yang termasuk bidang HPI sangat terbatas.
(ii) HPI = Choice of Law + Choice of Jurisdiction

Dalam sistem-sistem negara-negara Anglo Saxon dikatakan bahwa HPI ini bukan hanya terdiri dari “conflict of laws”, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan ”conflict of jurisdiction”, yaitu persoalan tentang kompetensi wewenang hakim. Jadi bukan saja mengenai “hukum manakah yang berlaku”, tetapi juga mengenai “hakim manakah yang berwenang. Jadi menurut konsepsi ini selalu harus dikaitkan pada HPI ini, di samping pertanyaan-pertanyaan ”choice of law” juga pertanyaan ”conflict of jurisdiction, choice of jurisdiction” (pilihan hakim). Jadi ini adalah pandangan kedua tentang HPI, bahwa di samping “choice of law” juga ada “choice of jurisdiction”.
(iii) HPI = Choice of law + Choice of jurisdiction + condition des etrangers

Pandangan ketiga tentang HPI adalah yang lebig luas lagi yaitu seperti dikenal dalam negara-negara Latin (Italia, Spanyol, Amerika Selatan). Masalah tentang status orang asing (condition des etrangers) dianggap termasuk pula dalam HPI, di samping masalah-masalah pilihan hukum dan pilihan hakim.
(iv) HPI = Choice of law + Choice of jurisdiction + condition des etrangers + nationalite

Sistem HPI yang paling luas, yaitu seperti yang dikenal di Prancis. HPI ditambahkan dengan masalah tentang kewarganegaraan (nationalite).

Adanya empat macam bagian dari HPI kiranya tidak dapat dicakup dengan baik dalam istilah ”hukum perselisihan” karena masalah-masalah mengenai nasionalitas dan status orang asing itu adalah di luar masalah ”hukum manakah yang berlaku” saja. Oleh karena itu terlalu sempitlah istilah ”hukum perselisihan”. Juga kurang baik istilah tersebut karena asosiasi pada ”bentrokan” dan ”pertikaian” yang menjadi pembawaannya.

Maka kita menemukan suatu istilah baru yang hendak menjauhkan kesan seolah-olah HPI merupakan suatu ”legal chaos”, suatu kekacauan hukum karena sistem-sistem hukum berbagai negara sedang berkonflik atau bertengkar.

”Conflict of law” yang sering kali diberi julukan ”conflict of lawyers”, justru sebaliknya daripada berkonflik hendak memperlihatkan adanya suatu tata tertib. Sesuai dengan istilah kita yang lebih enak didengarnya, suatu ”hukum di antara tata-tata hukum”, ”hukum antar tata hukum”, disingkatkan HATAH.

4. Keberatan kesan konflik kedaulatan

Ada keberatan lain terhadap istilah “conflict of laws” atau “hukum perselisihan” ini. Istilah ini kepada pikiran seolah-olah kedaulatan negara sedang berkonflik, hingga para hakim dapat memilih hukum yang harus dipakainya ini terpengaruh untuk selalu memakai hukumnya sendiri. Karena kedaulatan dari negaranya turut bicara dan kedaulatan dari negaranya mensyaratkan bahwa harus berlakulah hukumnya sendiri, hingga dengan demikian dalam tiap persoalan HPI ia hanya memakai hukumnya sendiri.
Dengan demikian hakim akan bersikap chauvinistis, mendewa-dewakan hukum sendiri. Sebenarnya sama sekali tidak ada konflik kedaulatan. Karena HPI pun merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Jika menurut kaidah-kaidah HPI kita harus dipakai hukum asing, maka ini adalah penentuan dari hukum nasional (HPI) sang hakim sendiri.

Sesungguhnya tidak ada konflik, karena tugas HPI justru ialah untuk menghindarkan timbulnya konflik, untuk menghalang-halangi terjadinya bentrokan, dengan jalan memilih antara sistem-sistem hukum yang dikaitkan yang mana akan berlaku.
III. Pembagian HATAH
HATAH dapat dibagi dalam bagian intern dan extern. Perumusan daripada HATAH ini dengan memakai sebagai landasan apa yang dinamakan ”Ilmu Lingkungan Kekuasaan Hukum” atau ”gebiedsleer”.

Istilah ini dalam bidang hukum Indonesia terutama diperkembangkan oleh Logemann yang berbicara tentang ”gebieden” atau lingkungan kekuasaan hukum daripada ”Ambten” (jabatan-jabatan). Hans Kelsen juga memakai istilah ini dan beliau menggunakannya untuk ”norma-norma hukum”. Oleh karena HATAH ini bekerja juga sebagai landasan kita ialah gebiedsleer seperti apa yang dikemukakan oleh Kelsen itu.
Dikemukakan oleh sarjana tersebut bahwa tiap norma hukum mempunyai 4 lingkungan-kekuasaan berlakunya hukum ini. Yang dinamakan ”Lingkungan kuasa waktu” (W), ”Lingkungan kuasa tempat/ruang” (T), ”Lingkungan kuasa pribadi” (P), dan ”Lingkungan kuasa soal-soal” (S).

Jadi tiap-tiap norma hukum berlaku untuk waktu tertentu, mengenai tempat tertentu, mengenai orang-orang pribadi tertentu, juga mengenai soal-soal tertentu.

1. Hukum Antar Waktu (HAW)
Jika kita mengadakan suatu gambaran (schema) daripada hukum antar waktu (HAW), bahwa waktunya berbeda tetapi, tempatnya adalah bersamaan, pribadinya juga berbeda dan soal-soalnya adalah berbeda juga.

Contoh konkritnya, dalam UU lalu lintas devisa yang dirubah tahun 1964. sebelum UU devisa 1964 itu penduduk Indonesia dilarang mempunyai alat-alat pembayaran luar negeri tanpa mengadakan laporan kepada atau memperoleh ijin dari LAAPLN (Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri). Sekarang ini keadaannya sudah berubah. Penduduk devisa Indonesia bisa mempunyai dollar, Yen, dan sebagainya, tanpa memerlukan ijin dari LAAPLN. Dahulu dianggap suatu kejahatan berat jika seorang di Indonesia memperoleh devisa tanpa ijin dari LAAPLN.

Menurut schema dari kasus tersebut: waktunya berbeda, sebelum dan sesudah 1964. sebelum tahun 1964 berlaku regime devisa yang lain daripada sesudahnya. Tempatnya adalah sama-sama di Indonesia. Mengenai pribadi orang-orang warganegara Indonesia yang tidak dibolehkan atau diperkenankan mempunyai devisa luar negeri. Materinya atau soal-soalnya ialah larangan untuk mempunyai devisa tanpa ijin dari LAAPLN. Kemudian setelah 1964 berlakulah UU devisa baru.
Maka waktunya yang sekarang ini berbeda, 1976, jadi setelah berlakunya UU devisa baru. Dan tempatnya sama, masih di Indonesia. Orangnya masih sama-sama penduduk devisa Indonesia. Tetapi kalau menurut hukum, orangnya sudah menjadi berbeda. Karena disatu pihak orang ini adalah bisa dihukum, sedangkan orang yang yang biologis sama ini, secara hukumnya (juridis) menjadi tidak bisa dihukum.
Perumusan HAW

Hukum antar waktu adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara dalam satu negara dan saru tempat, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-waktu-dan soal-soal.
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Ket:
Waktu (W)= berbeda
Tempat (T)= sama
Pribadi (P)= berbeda
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”Jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warganegara dalam satu negara dan satu tempat”.
Satu negara (Republik Indonesia) dan satu tempat, misalnya di Jakarta.

”Memperlihatkan titik-titik pertalian atau titik-titik taut ini suatu pengertian yang harus selalu diperhatikan dalam HATAH. Persoalan-persoalan HATAH mulai timbul dengan adanya titik-titik pertalian ini.

”Dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda”. Berbeda dalam lingkungan kuasa-waktu-dan soal-soal.

2. Hukum Antar Tempat (HAT)

Misalnya di negara Amerika Serikat. Disana ada lebih dari 50 negara bagian, semua dengan hukum perdata masing-masing yang berlainan. Kalau orang dari negara bagian New York misalnya mengadakan hubungan dengan seorang dari negara Texas masing-masing negara bagian ini hukumnya lain sekali. Yang di satu tempat tidak dibolehkan, disini dibolehkan. Hukum perdata berbeda. Maka itu seolah-olah dalam scope kecil timbul persoalan-persoalan yang serupa dengan masalah-masalah HPI. Orang dari satu negara mengadakan hubungan dengan orang dari negara lain. Karena orang-orang dari negara bagian yang berlainan, dengan masing-masing mempunyai perdatanya yang berbeda, timbullah masalah-masalah HAT yang dalam scope besar menyerupai masalah-masalah HPI.
Didalam negara kita sendiri, ada 19 macam hukum adat yang dikaitkan pada tempat-tempat (wilayah) tertentu. Kalau orang-orang daripada lingkungan-lingkungan adat ini mengadakan hubungan satu dengan yang lain, timbullah persoalan tentang ”hukum mana yang berlaku”. Hal tersebut adalah pertanyaan HATAH.
Perumusan HAT

Hukum antar tempat adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum, yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warganegara) dalam satu negara dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-tempat-dan soal-soal.
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Waktu (W)= sama
Tempat (T)= berbeda
Pribadi (P)= berbeda
Soal-soal (S)= berbeda

Persoalan HAT sama dengan HPI

Schema untuk HAT adalah sama seperti schema untuk HPI. Yang berbeda hanya ialah dalam HAT persoalannya terjadi dalam lingkungan satu negara, RI. Sedangkan HPI kaidah-kaidah ini adalah dua atau lebih dari negara misalnya negara Indonesia dengan negara German. Jadi kaidah dari negara X bertemu dengan kaidah negara Y. Ini adalah masalah HPI atau dengan istilah lain dinamakan juga HATAH extern. Sedangkan HAT termasuk HATAH intern, ”intern” berarti intern-nasional, di dalam satu negara. ”Extern” berarti internasional. Jadi yang satu intern-nasional, HATAH intern, HAT. Yang lain HPI adalah HATAH extern, HPI ada hubungannya dengan luar negeri dengan unsur asing.

3. Hukum Antar Golongan (HAG) 
Hukum antar golongan adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warganegara) dalam satu negara, satu tempat dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-pribadi- dan soal-soal.
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Ket:

Waktu (W)= sama
Tempat (T)= sama
Pribadi (P)= berbeda
Soal-soal (S)= berbeda

Jadi pada schema daripada hukum antar golongan ini, bahwa waktunya (W) dan tempatnya (T) sama. Waktunya sekarang ini tempatnya di Jakarta, terdapat masalah-masalah perbedaan hukum karena golongan-rakyat yang berbeda, pribadi (P) yang berbeda, orang-orang dan golongan-golongan rakyat berbeda. Soal-soalnya (S) juga berbeda. Materinya berbeda karena hukum untuk golongan rakyat itu adalah berbeda pula.

Misalnya untuk Pak Harsono dan Tuan Lie ada perbedaan dalam golongan hukum perdata oleh karena bagi yang terakhir berlaku adalah BW dan WvK, sedangkan bagi yang pertama berlaku hukum adat yang tidak tertulis.

HAG mengedepankan golongan rakyat sebagai pembagian antara warganegara, sedangkan cita-cita sekarang ialah ke arah kesatuan hukum sedapat mungkin. Maka bergeserlah sekarang aksentuasi dari problema-problema HATAH. Persoalan-persoalan yang tadi bersifat HAG berpindah sekarang menjadi persoalan-persoalan HPI. Soalnya tetap ada, tetapi digeserkan dari taraf intern-nasional menjadi taraf internasional, hingga menjadi masalah-masalah HPI.

Hukum antar agama termasuk dalam HAG

Dalam HAG dapat dimasukkan pula hukum antar agama (HAA) oleh karena masalah-masalah HAA oleh penulis terbanyak dianggap tidak beda dengan masalah HAG. Titik-titik tautnya juga tidak berbeda dalam HAG dan HAA ini. Semua bagian-bagian ini HAW, HAT, HAG (HAA) berada di bawah naungan HATAH. Hukum antar tata hukum adalah bagian yang intern. Sedangkan yang extern adalah HPI yang menyerupai scema HAT.
HATAH intern

HATAH intern adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warganegara) dalam satu negara, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa-waktu, tempat, pribadi dan soal-soal.

Skema
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4. Hukum Perdata Internasional (HPI)
HPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan-keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-tempat, pribadi-dan soal-soal.

Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa-tempat-dan soal-soal serta pembedaan dalam sistem satu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur asing atau luar negerinya.

Skema HPI
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Negara X


Negara Y

Ket:

Waktu (W)= sama
Tempat (T)= berbeda
Pribadi (P)= berbeda
Soal-soal (S)= berbeda

Adanya unsur negara X dan Y atau beda negara

Contoh-contoh dalam masalah HAG misalnya masalah peleburan. Tetapi ada juga masalah-masalah HPI yang dihadapi seseorang. Misalnya naturalisasi (pewarganegaraan) atau penyelundupan hukum. Akan tetapi persoalan-persoalan yang menyangkut lebih dari seorang warganegara adalah lebih lazim; misalnya jual-beli antara dua orang dari negara yang berbeda.
Persoalan-persoalan di bidang HPI merupakan persoalan-persoalan perdata sehari-hari biasa, tetapi khasnya ialah bahwa ada unsur luar negerinya yang turut ambil bagian. Misalnya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan A yang berada di Indonesia dengan perusahaan B yang berada di Jepang.

Jadi persoalan perdata sehari-hari jika sudah melintasi batas-batas negara sendiri, mengandung unsur luar negeri yang dinamakan foreign element, suatu unsur asing, unsur luar negeri, menjelma menjadi hubungan HPI.

HPI mengenai hubungan sehari-hari biasa, misalnya jual beli, pernikahan, pinjam-meminjam, transaksi dagang, mengadakan joint venture, mengadakan technical assistance aggrement, yang sekarang ini banyak diadakan antara warganegara Indonesia dengan orang asing. Dengan diundangnya modal asing masuk kembali di sini.

Hukum untuk mempergunakan hukum, hukum diantara tata hukum, hukum yang mengatur, hukum manakah yang harus kita pilih di antara tata-tata hukum masing-masing, itulah HPI. Tiap-tiap negara mengatur sendiri bagaimana diselesaikannya kalau hukum nasionalnya ”bertemu” dengan hukum luar negeri: hukum mana yang harus dipergunakan. Hakim harus mempergunakan mana? Para pihak harus mengetahui hukum mana yang berlaku, itu adalah HPI. Dengan kata lain bahwa dalam scope kecil, scope intern, problema-problema dari HPI adalah serupa dengan problema HAT.

Dalam scope internasional artinya, secara kosmopolistis, dengan hubungan luar negeri, maka menjadi tiap-tiap warganegara berhubungan dengan hukum dari negara lain. Orang-orang dari negara-negara ini mengadakan hubungan dengan warganegara lain mengadakan hubungan-hubungan perdata internasional.
Contoh HPI lainnya. Jual-beli internasional

Perusahaan negara PT. Satya Negara Trading Corporation dari Jakarta telah membeli barang tenun dari China Prosperity Corporation di Hongkong. Jual beli dilakukan secara apa yang lazim dalam dunia perdagangan internasional. Kontrak ditandatangai oleh penjual dan dikirim dari Hongkong ke Jakarta. Disini ditandatangani oleh PT. Satya Negara dan dikirim kembali ke Hongkong. Dalam surat kontrak tersebut dicantumkan klausula tentang acara arbitrase yang lazim dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Bilamana terjadi perselisihan suatu hari nanti, maka jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sesuatu adalah arbitrase. Kemudian ternyata bahwa benang tenun yang dileper oleh China Prosperity tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak. Perselisihan timbul yang harus diselesaikan menurut acara arbitrase yang berlaku di Hongkong.

Disini pun timbul persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur asing. Hukum perdata (dagang) manakah yang perlu dipergunakan dalam memecahkan persoalan ini: hukum Indonesia atau hukum yang berlaku di Hongkong?
